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Mahkamah Agung mengeluarkan kaidah Hukum yang baru di dalam PERMA 
Nomor 4 Tahun 2016 Tetang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. 
Menimbang dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014 adalah 
hasil judicial review pasal 77 Kuhap, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
65/PUU-IX/2011 adalah hasil judicial review pasal 83 ayat (2) Kuhap. Dalam 
PERMA Nomor 4 Tahun 2016  dijelaskan bahwa bahwa frasa “bukti permulaan”, 
“bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti, 
serta “penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan” juga termasuk sebagai 
obyek Praperadilan. begitu juga dengan upaya hukumnya, agar tidak ada upaya hukum 
lagi. dimaksudkan upaya hukum tersebut adalah “Larangan Peninjauan kembali pada 
Putusan Praperadilan”. setelah PERMA Nomor 4 Tahun 2016 dibentuk sudah tidak 
ada lagi Upaya Hukum untuk Putusan Praperadilan, maka sekarang ini putusan 
Praperadilan benar-benar final. 
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1. Akibat hukum terhadap obyek Praperadilan pasca PERMA no 4 tahun 2016, telah 
ditemukan kaidah hukum baru, bahwa “penetapan tersangka, penyitaan dan 
penggeledahan” juga termasuk sebagai obyek Praperadilan. Yang sebelumnya pada 
pengaturan tentang Obyek Praperadilan sudah dijelaskan pada Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah hasil judicial review atas pasal 77 huruf a 
undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. disamping menjelaskan bahwa 
frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” adalah 
minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP, Dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi tersebut, Obyek Praperadilan dalam putusan tersebut 
menjelaskan bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
KUHAP “bertentangan” dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 
“sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan 
penyitaan”. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat “sepanjang tidak 
dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”.  
2. Upaya hukum terhadap Putusan Praperadilan pasca PERMA Nomor 4 Tahun 2016 
Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, pada dasarnya untuk 
menghindarkan persidangan Praperadilan yang berlarut-larut, maka berdasarkan 
pertimbangan Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA tersebut agar tidak ada upaya 
hukum lagi. dimaksudkan upaya hukum tersebut adalah “Larangan Peninjauan 
kembali pada Putusan Praperadilan”. sebelumnya Pada Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 65/PUU-IX/2011 adalah hasil judicial review dari pasl 83 ayat (2) undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Yang mengartikan bahwa hak untuk 
mengajukan banding hanya dapat dimintakan oleh penyidik maupun penuntut umum 
saja. dengan hal ini secara tidak langsung sama saja tidak mengakui hak konstitusi dari 
  
terdakwa. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka kedua belah 
pihak yaitu pemohon maupun termohon sama-sama tidak diberikan “hak banding”, 
Namun demikian, masih bisa diajukan lagi upaya hukum yaitu Peninjauan kembali 
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